
peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii blora
:/•• nohor 13 tahun 1998

.'•••••..     Tentang

':.'-' 1  •••.••••.  retribusi parkir di tepi jalan umum

'-.'.'-.[    •  dengan rahmat tuhan yang maha.esa

8upati kepala daerah tingkat ii blora

Menlihbang; . a bahwa   dengan  telah  dltetapkannya  'Peraturan
•Pemerlntah Nomor 20 Tahun 1997 sebagal  pelaksanaan

1dart Undang - undang Nomor. 18- Tahun. 1997 tentang

Pajak ..Daerah dan Retrlbusi Daerah, maka Peraturan
:• Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II  Blora tentang

•-.'.,'   Pajak   Daerah  dan  Retrlbusi • Daerah   perlu

•;'.'•' ..  disesuaikan^    .             '     .  .

..i'',.':•••. ' ; ;>  b- bahwa  untuk melaksanakan pehyesualan sebagalmana*

:'     dlmaksud  huruf a dlatas^ maka perlu menyusun dan
.menetapkan. Peraturan Daerah  Kabupaten  Daera.h

:••'[..TIngkat  II Blora tentang RetrlbusI Parklr Di  Tepl
-. •"'•.;     .Jalan Umum.                                   .

Mengingat.  . :.l- Undang -'undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  Pern-

.   ,'bentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
. ••  .     ...    Prppinsl  '• Jawa  Tengah  (Berlta  Negara  Republlk

'•'••••  ..;;; -."'-     Indonesia Tahun 1950)^

.: • '•'   :2:, Undang-u.nda.ng Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Vpokok Pemerlntahan DI  Daerah  (Lembaran  Negara
•:Republik  Indonesia Tahun 1974 Nomor  38^  Tambahan

'Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3037);

. 3,, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
:'•,'.'."•' (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1980
'• :•• .     .    .  Nomor  83,  Tambahan Lembaran  Negara  Republlk

Indonesia Nomor 3186);

•        ' • 4., Undang-undang Norfior  8 Tahun  1981  tentang Hukurn

Aoara  Pidana (Lembaran Negara Republik. Indonesia
^    •••..- ;     Tahun  1981 Nomor .76,  Tambahan Lembaran Negara
: ••    '   ' "•    Republlk Indonesia Nomor 3209);

5Undang-undang Nomor  14 Tahun  1992  tentang  Lalu
;•••,.••Llntas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republlk

•.-:••Indonesia  Tahun 1992 Nomor 49,  Tambahan Lembaran
••• •   •  -Negara Republlk Indonesia Nomor 3480);

. 6. .'Undang-undang • Nomor  18 Tahun 1997  tentang  Pajak
v     .'•.-•.-. Daerah Dan Retrlbusi  Daerah  (  Lembaran ' Negara

;Republik  Indonesia Tahun 1997 Nomor  41, .Tambahan-
,Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3685);

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BLORA
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15- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994
tentang Tata Cara Parkin Kendaraan Bermotor Oi
Jalan;

1.6- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Oaerah
tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;

17-Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

18-Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemerlksaan Dl BIdang Retribusi
Daerah;

1.9- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998
tentang Tata Naskah Dinas 01 Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tlngkat II;

20- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang LIngkup dan Jenis-genis Retribusi
Oaerah Tlngkat I dan Daerah Tlngkat II-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri SiSpil'di Lingkungan

Pemerintah Daerah.

7., Peraturan Pe m e r 1 ntah Nomor 26 Tahun 1935 tentang
Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3293)^

8., Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dal am BIdang
Lalu Lirttas Dan Angkutan Jalan Kepada Oaerah Ting-
kat I Dan Daerah Tlngkat II ( Lembaran Negara
RepublIk Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

9,, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana Dan 8arana Lalu Lintas Jalan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara RepublIk Indonesia Nomor

3529 );

10, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Oaerah (Lembaran Negara RepublIk
Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republ Ik Indonesia Nomor 3692);

11., Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;



adalah suatu bentuk badan usaha yany mfl

per^eroan tt^rbat^s , peraeruan koiwandl tor p&y^ee oan

lainnya, badan uiiaha milik negara atau daerah denyan

o^a dan beniuk apapuri, p^r-a^kutuan, perkumpu lar^,,

firmaf koiigsi^ koperasi., yayasan atau organiaaai. yang

ae-jsnis, l^mibaga^ dana penaiun, benl.uk usaha t^ tap

serta bentuk badan usaha lainnya,

Pejabat. adalah payawai yang diberi tuga-^ tertentu

dibxdanq retribusi daerah ^ie^suai d^ny an peraturan

per un^ang • undang^n yang barlaku,

I

M E M U T U 3 K A N

PERATURAN  OAERAH  KABUPATEN OAERAH TINGKAT  II  BLORA
TENTANG RETRIBUSI PARK IR 01 TEPI JALAN UMUM,,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Oalam Peraturan Oaerah in.I yang dimaksud clengan ;;
a,. Oaerah adalah Kabupaten Oaerah Tlngkat: II Blora;
b_ Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Oaerah Tlngkat  II

Blora;
c Kepala Oaerah adalah Bupati Kepala Oaerah Tingkat II Blora;
ct, Parkir adalah keadaan tlciak bergerak suatu kendaraan yang tldak

bersifat sementara;
e „ T e m p a t P a r k i r  a d a 1 a h j a 1 a n - j a 1 a n u m u m d a 1 a m w 11 a. y a h K a b u p a t e n

Oaerah  Tlngkat.  II  Blora  yang  diperuntukkan  sebagai   tempat
pa r ki r ke nda raan;

f,, Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tldak bermotor;
g,, Retribusi  Parkir 01 Tepl Jalan Umum yang  selanjutnya  disebut

retrlbusl  adalah  pungutan daerah sebagai pembayaran  atas  jasa
pelayanan  parkir dl  tepl  jalan  umum yang diberikan  oleh
Pemerintah Oaerah;

!')„ Wajib  Retribusi  adalah orang pribadl atau  badan yang menurut
peraturan perundang-undang^tn retr 1 busi diwajlbkan untuk me 1 akukan
pembayaran  retribusi, termasuk pemungut atau pemotong  retribusi
tertentu;

V^ Surat  Pemberitahuan Retribusi Oaerah yang selanjutnya  disi.ngkat
* \ 3PTR0 adalah  surat yang dlgunakan oleh wajib retribusi  untuk

melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi  yang terutang
^ \ / menuru^ Per-aturan Oaerah;
\ N/; Surat Ketetapan Retribusi Oaerah yang selanjutnya dlsingkat SKRD

/\ adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah  retribusi
terutang;
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagl wajib retribusi untuk memanfaatkan  jasa darl
Pemer1ntah Oaerah;

Menetapkan

21., Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah Tlngkat II Blora
Norn or 6 Tahun 1933 tentang Penyidlk .PegawalNegerl
Sipll  01  Lingkungan Pemerintah  KabupatenOaerah
Tlngkat II Blora ( Lembaran Oaerah KabupatenOaerah
Tlngkat  II Blora Tahun 1933 Nomor 5 Serl  0Nomor
4)^

Oengan  persetujuan Oewan PerwakiIan Rakyat Daerah KabupatenDaerah
T1ngkat II B1o ra



Obyek Retribusl adalah set lap pel ay a nan parkin d.I tepi jalan  urnum.,

Pasal 4

Subyek Retribusl adalah orang prlbadl atau badan yang mendapatkan
pe 1 ay a na n pa r k I r d I tepi j a 1 a n urn utn

B A B  III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusl Ini termasuk Golongan RetribusI Jasa Umum,,

B A B  IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  6

Tlngkat penggunaan jasa retribusl dlukur berdasarkan jenls kendaraan
da n wa ktu penggunaa n,

B A B  V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal  7

Prinslp penetapan tarlp retribusl adalah untuk biaya - adminlstrasl,
p e m b a n g u nan, p e n y e d I a a n rn a r k a d a n ram b u p a r k I r, p e n g a t u r a n d a n
pernbi naan.

Pasal  3

(1)Struktur  dan besarnya tarlp retribusl ditetapkan sebagai  beri-
kut^

A., Mobil barang.
1. Truk dengan kereta gandengan/truk dengan kereta tempelan /

t r o n t o n R p., .10 0 0, - s e k a 11 p a r k I r ;

2„ Mob11 ta ngkI / truk Rp„ 500,- se ka11 pa r kIr;
5., Pick Up Rp., 300,- sekall parklr,

B,Mobil Bus Rp, 500,- sekall parkir^
C.,Mob 11 pe n umpa ng Rp. 300, - se ka 11 pa r k I r;
D.Sepeda motor/kendaraan roda dua Rp, 200,- sekall par kit':,
E,Doka r, becak da n sepeda Rp, 100,- sekall pa rkIr„

(2)Parklr berlangganan  dlkenakan 2/3 darl  tarlp  retribusl  dan
d I b a y a r 11 a p b u 1 a n,

RetribusI adsktaTi Retribusl Parkin DI T.e^4—.'Jalan Urnum.. ,r,   u . • fl.

pasal 3

B A 8   II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK. RETRIBUSI

Pasal   2



W^^^f   \B A B

TATA CARA PENAGIHAN

(3)Retribusl (^jte^^rutang da.lam masa retrlbusi,  terjadl  pada saat
mendapatka^ pelayanan parklr di tapI jalan umum.

(4)Hasil pung^t^n retribusl. sebagalmana dlmaksud Pasal 8 Peraturan
0 a e r a h I. n 1 îfx s e t o r k e K a s 0 a e r a h s e c a r a b r u 11 o.

Pasal  10

(1)3 e 11 a p W a jib R e t r 1 b u s I w a ju b m ey41 s 1 3 P T R D „

(2)SPTRD  sebagaimana  dimaksudvayat C-l) pasal  ini,  diisi  dengan
j. e 1 a s,  b e n a r  d an  1 e n g k a p/s^ r t a  d 11 a n d a t a n g a n 1  o 1 e h  W a j 1 b

- R e t r 1 b u s 1  a t a u k u a s a n y a.

(3)Be n t u k, IsI dan tata cara peng1s1a n 3PTR0 d11e tap kan o1e h Kepa1a
Daerah.

Pasal

Retrlbusi dipungut di Wilayah Daerah.

VI!
B A B   VIH

CARA PEMBAYARAN

Pasal  12

•I) K'epala Daerah rnenetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran retribusl terutang paling lama 30 (tiga puluh) harl
s e t e 1 a h s a a t t e r u t a n g.

(2)SKRO,  3KRDKB, SKROKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan,  Surat
Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding yang menyebabkan  j urn lab
retribusl  yang  harus dibayar bertambah, harus  dllunasl  dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal  dlterbxt-
kannya.

(3)Kepala Daerah atas  permohonan secara  tertulls dalam  bahasa
Indonesia  darl  Wajib Retrlbusi, dapat member!kan persetujuan
kepada Wajib Retribusl untuk mengangsur atau menunda  pembayaran
retribusl dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setlap
bulan,,

(4)Tata  cara pembayaran, tempat pembayaran,  penundaan  pembayaran
retribusl dlatur dengan Keputusan Kepa.la Daerah.

(2) Pemungui^j^^ retrlbusi  pada  prins^pnya  Idak  dapat^dlalihkan
k e 11 g a / d 1 b o r. o n g k a n

BAB VI

TATA CARA PEMUN(3UTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  9

(1) Retrib^^i  dlpungut  dengan menggunakaa 3KRD a taxi  dpkumen  lain
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TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal  15

(1)PIutang  retribusi  yang tidak mungkin ditagih lagl  karena  hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2)Kepala Oaerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat  (1)  pasal
1 n 1.,

B A B   Xl|

BANKSI AOMINISTRASI

Pasal  16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak rnembayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dlkenakan sanksl admlnistrasl berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) setlap bulan dari besarnya retribusi terutang yang
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B   XII^

PENETAPAN LOK.ASI

Pasal  17

(1) Setlap orang atau badan yang memarklr kendaraan wajib menempat-
kannya pada tempat parklr yang telah dltentukan.

(2.) Lokasl tempat-tempat parklr sebagaimana dimaksud ayat (1)  pasal
ini dltentukan lebih lanjut oleh Kepala Oaerah.

XBAB

(1)Penagihan retribusi^ kadaluwarsa setelah melarnpaui jangka  waktu
3  (tiga)  tahun  terhitung sejak  saat  terutangnya  retribusi,,
kecuali  apabila Wajib Retribusi melakukan  tindak pidana  di
b i d a n g r e t r i b u s i ,,

(2)Kadaluwarsa  penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat  (1)
pasal ini, tertangguh apabila :•
a.Oiterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau:;
b.Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik lang-

sung maupun tidak langsung.

Pasal 13

(1)Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan  setelah

7  (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran  dengan
mengeluarkan   surat  bayar/penyetoran  atau   surat

lainnya  yang   sejenis  sebagai  awal   tindakan

pelaksanaan penagihan.

(2)Dalam  jangka waktu 7 (tujuh) hari  setelah  tanggal
surat teguran/ peringatan/ surat lain yang  sejenis,

wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(3)Surat   teguran/penyetoran   atau   surat    lainnya

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pasal   ini

dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.



.

( 2) W e we ft a n g P e n y 1 d 1 k s e b a g a 1 rn a n a d 1 m a k s u d a y a t  (1)  p a s a 1  1 n I..,

adalah:
a- fienerlma, me near i, mengumpulkan, dan menelltl keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pldana di bIdang retrlbusl
d a e r a it a g a r k e t e r a n g a n a t a u 1 a p o r a n t e r s e b u t rn e n j a d I 1 e b I h
1 e n g k a p d a n ;j e 1 a s;

b^Menelltl5  mencarl,  dan  mengumpulkan   keterangan  mengenal
orang prlbadl atau badan  tentang kebenaran  perbuatan yang
d 11akuk a n  se hubungan de nga n 11ndak pIda na  ret rIbus1  daera h
tersebut;

c.Memlnta  keterangan dan barang buktl darl orang prlbadl  atau
b3.<ian sehubungan  dengan tindak pldana di  bidang' retrlbusl
daerah:;

d Memerlksa buKu-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pldana di bidang retrlbusl daerah;

{1) Peg a bat.PegawaI Neger1 31p11 te rtentu dI 11ngkungan Perne r1ntah
Daerah dlberi wewenang khusus sebagal Penyldik untuk melakukan
penyidikan tindak pldana di b I dang retrlbusl daerah ^,^b^gai nipjv:i
d^maksud. dalam Undang - undanq Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

1 da n a.,

(1)M^ jib rertlbu^i. yang tidak •elafcisanaka k^waj ibannya

^e-hingga  m^r uy.i.k un keuang^n Daerah dianeam  pidar.a

kurunga^  paling  lama  i> (era.) bulan  al.au  d^nda

paling  banyak 4 (empat) kali jumlah retribu^i  yany

ia-jru k^ny •
(2)Tindak  pidana aebagaimana dimaksud ayat.  (1)  paaal

ini. adalah p^langyar an

B A 8

PELAK3ANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal  18

(.1.) Pelaksanaan teknis at as berlakunya Per at uran Dae rah Inl dltetap-
k a n o 1 e h K e p a 1 a D a e r a h.

( 2) P e n g a w a s a n a t a s p e 1 a. k s a n a a n P e r a t u r a n D a e r a h I n I „ d 1.1 a k u k a n o 1 e h
Inspektorat Wilayah Kabupaten 81or a, Baglan Ketertlban dan
Baglan Hukurn Sekretarlat WI lay ah/Dae rah,,

(3) Kepada  Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dlmaksud ayat
• (1) dan ay at (2) pasa1 1nI, dIbe r1kan blay a ope r as1ona1 y a ng

besar dan pembaglannya, dlatur dalam Surat Keputusan Kepala
Oaerah dan dltuangkan da.lam Anggaran Pendapatan dan BeIanja
Oaerah,,

b a b

KETENTUAN PIDANA

Pas a 1 17

( 3) P e n e t a p a n 1 o k a si t e m p a t -1 e m p a t par k 1 r d e n g a n m e rn p e r h a t1 k a n :
a^Rencana Urnurn Tata Ruang Oaerah (RUTRD);
b.Keselamatan dan kelancaran lalu lintas^
c _ K e 1 e s t a r I a n 11 n g k u n g a n;
cL K e m u d a h a n b a g I p e n g g u n a n j a s a
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O, MBA

t Jenderal

Indoneii

DIS AHKAN
Oongan Keputusan Meateri DaUa Hgrl

Idi

GKAT II

Dltetapkan di Blora
pada tanggal 29 Oktober 1998

DAERAH
II BLOR

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang buktl pembu-
k uan, p e nc a t a ta n, d a n do k ume n ••- d o k u m e n 1 a 1 n , se r t a m e 1 a k u k a n

p e n y 11 a a n t e r h a d a p b a r a n g b u k 11 t e r s e b u t;
f.Mem1nta ba ntua n tana ga ah11 da1am ra ngka pe1aksa naan t ugas

penyidikan tindak pidana di bIdang retrIbus1 daerah;
g „ M e n y u r u h b e r h e n t i 9 m e 1 a r a n g s e s e o r a n g m e n 1 n g g a 1 k a n r u a n g a n

atau temp at pa da saat pemeriksaan sedang berlangsung da.n
merneriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagalrnana dlmaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pldana di bidang
retrIbusl daerah;

I. Memangg11 orang untuk dIdengar- keterangannya dan dIperIksa
sebagai tersangka atau saksl;

j . M e n g h e n t i k a n p e n y I d i k a n ;
k Melakukan tlndakan lain yang perlu untuk kelancaran penyi

dikan tindak pldana di bidang retr1 bus 1 daerah menurut hukum..

( 3) P e n y I d 1 k s e b a g a 1 m a n a d I. rn a k s u d a y at (1.) p a sal Ini, mem b e r 11 a h u k a n
dimulai nya penyidikan dan menyampalkan has.11 penyldlkannya
kepada Penuntut Urnum, sesual dengan ketentuan yang diatur Dalam
Undang-undang Norn or 8 Tahun 198.1 ten tang Hukum Acara Pi dan a.,

BAB XVI|

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  2.1

(1)Hal-ha1 yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,  sepanjang
rnengenal  pelaksanaannya  akan diatur leblh Ian jut oleh Kepala
Dae rah.,

(2)Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka  Peraturan Daerah
Kabupaten  Daerah TIngkat II Blora Nomor 12 Tahun  1981  tentang
Parklr Kendaraan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah TIngkat  II
Blora Tahun 198.2 Nomor 4.1 Serl B Nomor 8 ) beserta perubahannya
dlnyatakan tidak berlaku lagl.

(3)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahulnya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
L e m b a r a n D a e r a h,,
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I„  PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Momor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerlntahan 0.1 Oaerah, Pajak Daerah dan RetribusI
Dae rah merupakan s umber pendapatan daerah,, a gar daerah dapat
melaksanakan otonominya, yaltu mampu mengurus dan mengatur rumah
t a n g g a n y a s e n d I r I.,
S u rn b e r p e n d a p a t a n d a e r a h t e r s e b u t d I h a r a p k a n in a m p u rn e n j a d I
s u rn b e r p e rn b I a y a a n b a g I p e n y e 1 e n g g a r a a n p e m e r I n t a h a n d a n
p e rn b a n g u n a n d a e r a h s art a d a p a t rn e n I n g k a t k a n k e s e j a h t e r a a n in a -
s y a r a k a t „ 01 e h k a r e n a 11 u, d 1 p e r 1 u k a n k e tent u a n /1 a n d a s a n h u k u rn
yang dapat memberIkan pedoman dan arahan bagI Oaerah Tingkat II
k h u s u s n y a P e m e r I n t a h K a b u p a t e n D a e r a h TI n g k a t 11 B1 o r a d a 1 a m h a 1
pernungutan retrIbus 1,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pa^ak Oaerah Dan RetribusI Daerah^
maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan RetribusI
d I 0 a e r a h TI n g k a t 11 p e r 1 u d 1 s e s u a I k a n d e n g a n U n d a n g - u n d a n g

dlmaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Norn or 20 Tahun 1997
tentang RetribusI Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, RetribusI Parklr DI Tepl
Jalan Urn urn ditetapkan menjadl sal ah satu jenls retrlbusl daerah.,
Dalam rangka menjamin ketertlban dan pelayanan kepada masyarakat
yang memanfaatkan/menggunaan fasIlitas parklr dl tepl jalan
urn urn, maka dlperlukan pengaturan retrlbusl ny a yang dltuangkan
da1am Peraturan 0aerah,

II- PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.,

Pa sal 1 huruf a s/d ;• Cukup jelas,.
huruf j

Pasal 1 huruf k    - - RetribusI.   yang  pembayarannya  dengan
menggunakan  SKRO  masa  retrlbuslnya  1
(satu) bulan,

- Retrlbusl. yang pembayarannya dengan
m e n g g u n a k a n d o k u men 1 a I n y a n g d I p e r s a rn a -
kan dengan SKRO masa retribusInya
harlan,

Pasal 1 huruf 1 s/d : Cukup jelas,,
huruf n

Pasal 2 s/d Pasal 3 ^ Cukup jelas,.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KA6UPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

*

m
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Cukup jelas..Pasal 10 ayat. (2)
s/d ayat (3)

Kegiatan pernungutan retribusi yang tidak
d a p a t d i k e r j a s a m a k a n d e n g a n p i h a k k e t i g a
adalah kegiatan perhitungan besarnya
r • e t r i b u s i t e r u t a n g, p e n g a w a s a n p e n y e t o r a n
retribusi dan penagi han retribusi „

Yang dirnaksud dengan parkir di tepi jalan
umum, adalah parkir di badan jalan.

Cukup jelas,

-Kewajiban  untuk mengisi  SPTRD  berlaku
bagi  wajib retribusi  yang menggunakan
j a sa pe1aya nan pemer i nt a h Daerah  secara
t e r u s  m e n e r u s, p e r i o d i k d a n  b e r 1 a n g g a -.-••
nan^ misal :. bulanan, tahunan.

-Bagi wajib retribusi yang menerima  jasa
pelayanan seeara  langsung dan  tidak
p e r i o d i k, t i d a k d i w a j i b k a n u n t u k m e n g i s i
SPTRD dan  pembayaran  retribusi  dapat
menggunakan karcis dan dokumen lain.

de nga n bada n-bada n
p r o f e s i o n a 1 i s rn e n y a
i k u t m e 1 a k s a n a k a n s e b a g i a n
tan jenis retribusi. seeara

Yang dlmaksud dengan Badan adalah suatu
bentuk badan usaha yang meliputl Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha MlIlk Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa-
pun, persekutuan, perkumpulan,, firma,,

kongsI, koperas1^ yayasan atau organ1sas1
yang sejenis, lembaga^ dana penslun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lai nnya,

yang dirnaksud dengan jasa urn urn adalah
kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pel ay a nan yang rnenyebabkan barang,
f a s 1111 a s, a t a u k e m a n f a a t a n 1 a 1 n n y a u n t u k
t u j u a n d a n k e rn a n f a a t a n u m u m s e r t a d a p a t
d 1 n 1 kmat .1 o 1 eh o ra ng p r 1 bad 1 ata u foada n,

Cukup jelas,.

Y a n g d 1 m a k s u d d e n g a n d o k u rn e n 1 a .1 n y a n g
d1pe r sa ma ka n a ntara 1a1n be r upa ka rc1s
rn a s u k ^ k u p o n^ k a r t u 1 a n g g a n a n „

Yang dlmaksud dengan tidak dapat dIborong-
kan adalah bahwa seluruh proses kegiatan
p e m u n g u t a n r e t r 1 b u s 1 11 d a k d a p a t d 1 s e r a h -
kan kepada pihak ketiga, Namun dalam
pengertian ini bukan berartl bahwa
Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama
dengan pihak ketiga, Dengan sangat selek-
tif dalam proses pern u rig utan retribusi,
P e m erintah  Dae rah dapa t  bekerja  sama

tertentu yang  karena
1 a y a k d i p e r c a y a  u n t u k

tugas  pemungu-

lebih efisien.

Pasal 9 ayat (3)

Pasal 9 ayat (4)

P a s a 1 10 a y a t (1)

f

Pasal 6 s/d Pasal 3

Pasal 9 ayat (1)

Pasal 9 ayat (2)

Pasal 5

Pasal 4
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-000000-

Cukup j el

Ya ng d I ma ks ud de nga n me ny ampa I ka n has 11
p e n y 1 d 1 k a n n y a k e p a d a P e n u n t u t U m u m
a d a 1 a h m e n y e r a h k a n h a s 11 p e n y 1 d 1 k a n
kepada Pe n u nt ut Urn urn me 1 a 1 u 1 Pe ny 1 d I k
PolrI.

Pasal 21

Dalam hal dlterbltkan Surat Teguran,
kadaluwarsa  penaglhan  dlhltung  sejak
tanggal  penyampalan Surat. Teguran  terse-
but.

-Yang dlrnaksud dengan pengakuan  utang
r e t r 1 b u s i.  s e c a r a 1 a n g s u n g a d a 1 a hi w a j I b
retrlbusi dengan kesadarannya menyatakan
maslh mempunyal  utang  retrlbusi  dan
b e 1 u m  in e 1 u n a s I n y a  k e p a d a  P e m e r I n t a h
Oaerah,,

-Yang dlrnaksud dengan pengakuan  utang
secara  tidak  langsung adalah  wajib
r e t r i b u s I   11 d a k  s e c a r a  n y a t a - n y a t a
langsung menyatakan bahwa  la mengaku.l
mempunyal    utang  retrlbusi    kepada
P em erIn t a h 0 a e rah

Cukup jelas..Pasal 15 s/d Pasal 20
ayat (2)

Pasal 20 ayat (3)     :

huruf b

Pasal 14 ayat (2)
huruf a

." Cukup jelas^Pasal 11  s/cl
Pasal 14 ayat (1)


